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ABSTRACT 

 

This study ains to analyze the role of accountability and transparency in budget management at the 

Regional Secretariat of Sumedang Regency. A qualitative descriptive method was applied, with data 

collected through in-depth interviews and document analysis. NVivo 12 software was used to identify 

dominant themes and patterns in the data. Accountability is demonstrated through regular 

reporting—such as LKIP, LPPD, and LKPJ—and supervision by the Inspectorate and Regional 

House of Representatives (DPRD). Transparency is reflected in the open disclosure of budget 

information and the use of digital systems like SIPD. However, challenges remain, including limited 

human resources, delays in reporting, and underutilization of public information platforms. The 

study recommends strengthening information systems and enhancing personnel capacity. 
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PENDAHULUAN 

Pemerintah daerah menghadapi tuntutan untuk bersikap lebih terbuka dan responsif dalam 

proses perencanaan anggaran seiring meningkatnya dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas 

dalam penggunaan dana publik. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan 

secara tertib, efisien, efektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut Nasution (2013) dalam (Maolani, 2023) mendefinisikan akuntabilitas sebagai 

kemampuan institusi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik, khususnya 

dana negara, melalui mekanisme yang menjamin kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan sumber 

daya tersebut dengan regulasi yang berlaku dan tujuan yang telah dirumuskan secara resmi. 

Akuntabilitas adalah proses dan hasil dari suatu kegiatan yang wajib dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya transparansi, yang berperan sebagai 

sistem pengawasan guna mencegah terjadinya penyimpangan, seperti praktik korupsi di lembaga 

pemerintahan (Sudrajat, 2021). 

Dalam konteks pemerintah daerah, akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan 

secara rutin, tetapi juga mencakup tanggung jawab secara moral dan administratif dalam pengelolaan 

anggaran. Melalui penerapan sistem akuntabilitas yang efektif, seluruh rangkaian proses, dari 

perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, sampai pelaporan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat (Pupuh S Wijaya, 2023). 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur pelaksana administrasi dan pengelola 

anggaran, memegang peranan penting dalam mendukung fungsi koordinatif dan implementasi 

kebijakan anggaran. Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi telah diwujudkan melalui 

penyusunan dokumen administratif yang mencakup tahapan perencanaan dan pelaporan seperti 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), 

serta penggunaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun demikian, dalam praktinya masih muncul berbagai kendala 

antara lain keterlambatan pelaporan, minimnya akses informasi kepada publik, dan rendahnya 

kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan. 

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kelebihan pembayaran honorarium kepada 

panitia pengadaan barang dan jasa menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal serta 

ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi internal 

yang belum terkoordinasi sekaligus rendahnya keterlibatan publik dalam tahapan pengawasan turut 

menjadi tantangan dalam penerapan prinsip transparansi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Naufal et al., (2024) meneliti terkait pelaksanaan sistem 

pertanggungjawaban dalam proses penyusunan laporan kinerja keuangan di lingkungan Sekretariat 

Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa 

penerapan sistem akuntabilitas telah berdampak besar memperbaiki penyusunan laporan keuangan 

kinerja yang dilakukan secara terbuka dan tepat. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat 

pelaksanaan sistem pertanggungjawaban dalam penyusunan laporan keuangan antara lain minimnya 

personel dengan kompetensi khusus dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan, khususnya terkait 

ketepatan waktu dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang masih terhambat oleh rendahnya 

kualitas infrastruktur teknologi.. 

Kabupaten Sumedang menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, 

kebutuhan masyarakat yang beragam, dan tuntutan untuk menghasilkan hasil optimal dari setiap 

pengeluaran. Selain itu, Kabupaten Sumedang juga dikenal sebagai salah satu daerah yang aktif 

berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan nilai-nilai akuntabilitas dan 

keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sumedang menjadi objek yang sesuai dengan peran akuntabilitas dalam transparansi pengelolaan 

anggarannya. 

Dengan latar belakang tersebut, diharapkan penelitian ini dapat  meningkatkan praktik 

akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat dihasilkan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan 

lebih sesuai di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. 
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Penelitian ini tidak hanya menambah literatur tentang pengelolaan keuangan publik di 

Indonesia tetapi juga akan memberikan wawasan yang bermanfaat untuk pemerintah daerah dalam 

upaya mengoptimalkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, diharapkan temuan 

ini akan menjadi referensi bagi pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan 

anggaran di Kabupaten Sumedang dan daerah lainnya. 
 

 

TINJAUAN TEORI 

 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas didefinisikan oleh kamus besar akuntansi (2000:7) dalam (Setyowati et al., 2021) 

sebagai peran dan fungsi personal maupun divisi atau unit kerja dalam menjalankan fungsi tertentu. 

Akuntabilitas dapat diterapkan maupun dirumuskan berdasarkan pedoman hukum. Berdasarkan 

pendapat Mardiasmo (2018) Akuntabilitas publik merupakan tanggung jawab pihak yang diberikan 

amanah (agent) untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, serta menjelaskan 

seluruh kegiatan yang menjadi kewenangannya kepada pihak yang memberikan amanah (principal), 

yang berhak serta berwenang untuk meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut. 

Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua jenis yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (vertical 

accountability) dan (2) akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Akuntabilitas vertikal 

menggambarkan kewajiban untuk bertanggungjawab kepada penggunaan anggaran kepada pihak 

otoritas yang lebih atas. Akuntabilitas horizontal adalah penyampaian tanggung jawab kepada 

masyarakat luas (Mardiasmo, 2018). 

BAPPENAS menetapkan indikator akuntabilitas meliputi keselarasan antara pelaksanaan 

program dan pedoman atau dengan standar operasional prosedur (SOP), keberadaan sanksi atas 

penyimpangan, serta output dan outcome yang terukur (QAK & HOLIFAH, 2024). Akuntabilitas 

publik dapat dibedakan menjadi akuntabilitas vertikal (kepada atasan atau lembaga pengawas) dan 

horizontal (kepada masyarakat luas) (Mardiasmo, 2018). 

 

Transparansi 

Menurut Mardiasmo (2018), Transparansi dalam sektor publik berarti memastikan setiap 

individu memiliki hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan fungsi 

pemerintahan, termasuk peraturan, alur perumusannya, implementasinya dan pencapaian yang 

diperoleh. Transparansi ditunjukkan melalui keterbukaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan anggaran, serta adanya saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat memberikan 

masukan dan pengawasan. 

BAPPENAS menetapkan indikator transparansi meliputi ketersediaan informasi publik, 

kemudahan akses terhadap data, serta penggunaan media resmi untuk menyampaikan informasi 

kebijakan dan keuangan daerah (Dwi S et al., 2020). 

Sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan anggaran, Sekretariat Daerah menerapkan 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan amanat 

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang sistem dan prosedur pengelolaan 

Keuangan Daerah, yang mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menggunakan sistem informasi 

keuangan yang terintegritas. Melalui SIPD, seluruh proses anggaran mulai dari perencanaan hingga 

pelaporan tercatat secara digital, tersistem serta terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini 

memungkinkan data keuangan lebih mudah diakses, ditelusuri, serta diawasi oleh pihak internal 

seperti Inspektorat maupun eksternal seperti BPK. 

 

Pengelolaan Anggaran 

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020, pengelolaan anggaran daerah meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Kelima tahapan tersebut harus 

dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Kegagalan dalam 

salah satu tahapan dapat mempengaruhi kualitas tata kelola keuangan secara keseluruhan. Secara 
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ringkas, pengelolaan ini meliputi: 

a. Perencanaan dan Penganggaran 

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) setiap tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat beserta sasaran 

pembangunan daerah yang di tetapkan melalui dokumen perencanaan strategis. 

b. Pelaksanaan Anggaran 

Seluruh kegiatan pemerintahan dan program pembangunan harus dijalankan sesuai dengan 

alokasi  anggaran yang telah disahkan, guna menjamin penggunaan dana publik secara efektif dan 

efisien. 

c. Penatausahaan Keuangan  

Setiap transaksi keuangan daerah dicatat, dikelola dan dikendalikan secara tertib berdasarkan 

prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah. 

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas 

kepada publik serta sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan. 

e. Pembinaan dan Pengawasan 

Dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat guna memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah mengacu pada aturan hukum yang berlaku, serta sebagai upaya 

dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel di tingkat daerah. 

 

Sektor Publik 

Organisasi sektor publik merupakan lembaga yang berfokus pada pelayanan publik dan 

pengelolaan keuangan publik, seperti instansi pemerintahan dan lembaga nonlaba (Anggraini et al., 

2020). Akuntansi sektor publik mencakup berbagai lembaga, mulai dari pemerintah pusat dan daerah 

hingga yayasan, partai politik, dan institusi pendidikan (Gurendrawati et al., 2024). Salah satu 

instansi penting adalah Sekretariat Daerah, yang berperan dalam koordinasi administrasi, perumusan 

kebijakan, dan pelayanan publik di tingkat daerah (Alharani.YS et al., 2023). Lebih luas, pemerintah 

memiliki fungsi strategis mencakup pertahanan, penegakan hukum, pengelolaan sumber daya, 

kebijakan ekonomi, serta distribusi keadilan sosial (Mardiasmo, 2018). 

 

Tantangan Dalam Pengelolaan Anggaran 

Tantangan dalam pengelolaan anggaran mencakup berbagai hambatan yang dapat terjadi di 

setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaporan  (Kamala et al., 2025). Di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sumedang, kendala utama meliputi keterbatasan SDM yang kompeten, lemahnya 

koordinasi internal, dan tingginya ketergantungan pada dana transfer akibat rendahnya PAD. Selain 

itu, perubahan regulasi yang cepat turut menyulitkan penyesuaian kebijakan anggaran (LKIP, 2021). 

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi peningkatan kapasitas aparatur, penguatan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas, diversifikasi pendapatan daerah, serta koordinasi lintas instansi yang 

lebih optimal. 

 

Teori Akuntabilitas Publik oleh Ellwood 

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik terdiri dari 

empat dimensi, yaitu: (1) akuntabilitas kejujuran dan hukum (probity and legality), (2) akuntabilitas 

proses (process accountability), (3) akuntabilitas program (program accountability), dan (4) 

akuntabilitas kebijakan (policy accountability). Teori ini menjadi kerangka analisis penting dalam 

menilai kualitas pertanggungjawaban lembaga publik, termasuk dalam pengelolaan anggaran 

pemerintah daerah. 

 

Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran 

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran mencerminkan tanggung jawab instansi pemerintah 

dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara tepat waktu dan 

transparan (Fransisca et al., 2021). Transparansi mendukung penyediaan informasi anggaran yang 
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terbuka kepada publik sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan 

mendorong pengelolaan yang lebih bertanggung jawab (Arisandy et al., 2022). Peraturan Bupati 

Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 mempertegas kewajiban seluruh perangkat daerah, termasuk 

Sekretariat Daerah, untuk mengelola anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam hal 

ini, akuntansi sektor publik berperan penting sebagai alat pengendalian dan perencanaan sebagai 

upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

 
 

METODE 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini 

dipilih guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap penerapan akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan April hingga Juni 2025 dengan lokasi penelitian di lingkungan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sumedang. 

Proses pengumpulan data dilakukan melalui sesi wawancara instensif dengan pihak-pihak yang 

dianggap relevan yang berperan langsung dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, dilakukan studi 

dokumentasi terhadap laporan anggaran, dokumen perencanaan, serta evaluasi kinerja keuangan. 

Observasi lapangan juga dilakukan untuk memperoleh gambaran praktik langsung pengelolaan 

anggaran. 

Dalam analisis data, peneliti memanfaatkan bantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk 

mengelola dan memetakan temuan kualitatif yang didapatkan dari hasil interaksi verbal dengan 

narasumber. Penggunaan NVivo 12 membantu peneliti dalam melakukan mengkodekan 

pengumpulan data secara terencana dan terstruktur, mengidentifikasi kata kunci yang sering muncul, 

serta mengelompokkan tema-tema utama yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini 

memperkuat analisis tematik dan meningkatkan akurasi interpretasi data. 

Validitas data diuji melalui triangulasi terhadap berbagai sumber dan metode pengumpulan 

data. Tahapan analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai 

dengan yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (1994) dalam Sugiyono (2020). Fokus analisis 

diarahkan pada identifikasi praktik akuntabilitas dan transparansi, serta hambatan yang dihadapi 

dalam pengelolaan anggaran daerah. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan lapangan, dan analisis 

dokumen, ditemukan bahwa pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang telah 

berpedoman berdasarkan ketentuan hukum yang sedang berlaku, khususnya mengenai perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. Dokumen pertanggungjawaban seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun 

secara rutin. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi 

efektivitas penegakan prinsip akuntabel dan transparan dalam pengelolaan. 

 

Proses pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang 

Untuk mendukung analisis data kualitatif secara sistematis, peneliti menggunakan perangkat 

lunak NVivo 12. Aplikasi ini membantu dalam proses pengkodean, pengorganisasian tema, serta 

pemetaan kata kunci yang dominan dalam wawancara. Melalui fitur analisis teks dan visualisasi data, 

NVivo 12 memudahkan identifikasi struktur dan keterkaitan antara masing-masing kategori, dengan 

demikian interpretasi hasil semakin objektif dan terstruktur dan juga memperkuat validitas temuan 

penelitian. 
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Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025) 

Gambar 1. Wordcloud Pengelolaan Anggaran 

 

Visualisasi word cloud yang dihasilkan melalui perangkat lunak NVivo 12 menunjukkan 

bahwa kata-kata seperti “anggaran”, “daerah”, dan “pengelolaan” paling sering disebutkan oleh 

informan, mengindikasikan fokus utama pada manajemen keuangan daerah. Kata-kata seperti 

“laporan”, “proses”, dan “pelaksanaan” menguatkan bahwa siklus pengelolaan anggaran – mulai dari 

perencanaan hingga pertanggungjawaban – menjadi tema sentral dalam wawancara. 

Pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dilakukan melalui tahapan 

yang sistematis, dimulai dari penyusunan RKPD, KUA-PPAS, hingga pengesahan APBD. 

Pelaksanaan anggaran melibatkan penyusunan dokumen pelaksanaan, kegiatan pengeluaran, dan 

verifikasi pembayaran. Tahap penatausahaan dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan keuangan, 

sedangkan pertanggungjawaban mencakup penyusunan LKIP, audit oleh BPK, dan penyampaian 

laporan kepada publik. 

Kemunculan kata-kata seperti “peraturan”, “perbup”, dan “sesuai” mencerminkan bahwa 

seluruh proses anggaran mengikuti ketentuan regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 

Tahun 2022. Kata “pengawasan”, “verifikasi”, dan “audit” menunjukkan bahwa pengawasan 

dilakukan secara berlapis oleh unit internal dan eksternal seperti Inspektorat dan BPK. 

Selain itu, istilah seperti “konsisten”, “efektivitas”, dan “pelaporan” menandakan pentingnya 

pelaksanaan anggaran yang tertib, efisien, dan transparan. Penerapan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang konsisten dipandang penting oleh informan, sebagaimana didukung oleh penelitian 

Nashihah et al., (2023) dan Widianto et al., (2024), yang menegaskan bahwa SOP dan partisipasi 

publik berkontribusi besar terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Transparansi juga 

berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat karena membangun kepercayaan melalui 

keterbukaan pengelolaan dana publik (Wibowo & Susliyanti, 2024). 

 

Peran akuntabilitas pada pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan aspek penting dalam 

pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Penerapannya terlihat melalui 

penyusunan dokumen pertanggungjawaban seperti LKIP, LPPD, dan LKPJ yang disusun setiap 

tahun, serta evaluasi kinerja secara berkala melalui rapat triwulan. Selain itu, SPJ dan BKU disusun 

untuk setiap sub kegiatan sebagai bentuk pelaporan keuangan. Untuk memperkuat analisis, peneliti 

menggunakan perangkat lunak NVivo 12 guna memetakan kata kunci dominan dari hasil wawancara. 
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Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025) 

Gambar 2. Wordcloud Akuntabilitas 

 

Hasil analisis visualisasi word cloud menggunakan NVivo menunjukkan kemunculan kata-

kata dominan seperti “akuntabilitas”, “anggaran”, “kegiatan”, “pelaksanaan”, “laporan”, dan 

“evaluasi”, yang mencerminkan pentingnya akuntabilitas dalam seluruh tahapan pengelolaan 

anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Temuan ini selaras dengan empat aspek 

akuntabilitas publik yang dijelaskan oleh Ellwood dalam Mardiasmo (2018). 

Temuan ini mendukung teori empat dimensi akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh 

Ellwood dalam Mardiasmo (2018), yakni: 

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, tercermin dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 

2020, dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022. Sekretariat Daerah 

melaksanakan review internal, pendampingan anggaran, serta audit Inspektorat sebagai bentuk 

komitmen terhadap integritas dan legalitas. 

b. Akuntabilitas Proses, ditunjukkan melalui tahapan anggaran yang sistematis mulai dari 

perencanaan hingga pertanggungjawaban. Rapat evaluasi triwulan dan penyusunan SPJ tepat 

waktu menunjukkan adanya kontrol administratif dan kedisiplinan pelaporan. 

c. Akuntabilitas Program, berkaitan dengan evaluasi efektivitas kegiatan dan pencapaian kinerja. 

Kinerja diukur berdasarkan pemanfaatan anggaran dan keberhasilan program, bukan hanya 

penyelesaian administratif. 

d. Akuntabilitas Kebijakan, meskipun tidak eksplisit muncul dalam word cloud, teridentifikasi 

dalam wawancara melalui penyelarasan kebijakan anggaran dengan kebutuhan masyarakat dan 

visi pembangunan daerah. Penerapan SAKIP berperan dalam mengintegrasikan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 

Dengan demikian, visualisasi data ini tidak hanya menunjukkan tema-tema utama dalam 

praktik pengelolaan anggaran, tetapi juga menjadi bukti bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan 

secara menyeluruh. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi 

implementasi di lapangan dan memperkuat evaluasi berbasis hasil (outcome-based evaluation) agar 

seluruh dimensi akuntabilitas dapat dijalankan secara berkelanjutan dan maksimal. 

 

Peran transparansi pada pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa transparansi memiliki peran penting dalam pengelolaan 

anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Transparansi dipandang sebagai fondasi untuk 

membangun kepercayaan publik, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan setiap tahapan 

anggaran dapat diawasi secara terbuka. Keterbukaan informasi, mulai dari perencanaan hingga 

pelaporan, dianggap sebagai kunci terciptanya pengelolaan anggaran yang bersih dan bertanggung 

jawab. Untuk memperkuat analisis data, peneliti memanfaatkan aplikasi Nvivo 12 dalam 
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mengidentifikasi kata kunci dominan, sehingga proses analisis menjadi lebih sistematis, tajam, dan 

valid. 

 
Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025) 

Gambar 3. Wordcloud Transparansi 

 

Temuan dari analisis yang dilakukan dengan aplikasi NVivo 12 menghasilkan word cloud yang 

memperlihatkan kata-kata yang paling sering muncul seperti “anggaran”, “kegiatan”, “pelaksanaan”, 

“pengelolaan”, dan “transparansi”. Munculnya kata “transparansi” secara menonjol memperlihatkan 

bahwa prinsip ini merupakan pusat perhatian dalam praktik pengelolaan anggaran di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sumedang. Informan menyampaikan bahwa transparansi diwujudkan melalui 

pelaporan kegiatan secara berkala, rapat evaluasi dengan berbagai pihak, serta pembuatan dokumen 

pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh lembaga pengawas maupun pemangku kepentingan. 

Dalam konteks ini, indikator transparansi menurut BAPPENAS dijadikan acuan, yaitu: (1) 

ketersediaan informasi yang memadai dalam setiap tahap pengelolaan anggaran dan (2) kemudahan 

akses terhadap informasi secara tepat waktu dan terbuka. Sekretariat Daerah telah menyusun LKIP 

dan LPPD secara berkala serta melaksanakan evaluasi rutin. Namun, tantangan utama adalah 

memastikan bahwa informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah dipahami dan relevan bagi 

publik. Informasi sering kali disajikan dalam bentuk formal yang sulit diakses oleh masyarakat 

umum, sehingga partisipasi publik dalam pemantauan anggaran masih terbatas. 

Kemunculan kata seperti “laporan”, “standar”, dan “masyarakat” dalam word cloud 

mengindikasikan bahwa upaya menuju transparansi telah dilakukan melalui sistem pelaporan 

semesteran dan tahunan, serta review dari Inspektorat dan DPRD. Meski demikian, diperlukan 

peningkatan dalam hal penyajian data agar lebih komunikatif. Upaya strategis yang bisa diterapkan 

mencakup pengembangan platform digital yang menyajikan informasi secara terbuka, real-time, dan 

mudah dipahami. 

Secara keseluruhan, transparansi memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan 

membangun kepercayaan publik. Dengan memenuhi indikator yang ditetapkan oleh BAPPENAS, 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang 

responsif, terbuka, dan partisipatif. Transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi 

menjadi faktor utama dalam mendukung pemerintah yang transparan dan akuntabel. 

 

Tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dalam menerapkan 

akuntabilitas dan transparansi di dalam proses pengelolaan anggaran 

Hasil wawancara mendalam dengan informan kunci di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sumedang mengungkap sejumlah tantangan dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi 

anggaran. Kendala utama meliputi terbatasnya informasi yang mudah diakses publik, kurangnya 

pemahaman SDM terhadap prinsip tata kelola yang baik, serta lemahnya evaluasi dan pengawasan 

internal. Untuk memperkuat analisis, peneliti menggunakan perangkat lunak NVivo 12 guna 
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memetakan kata kunci dominan dari hasil wawancara. 

 
Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025) 

Gambar 4. Wordcloud Tantangan 

 

Visualisasi word cloud yang dihasilkan dari analisis data wawancara menunjukkan kata 

“tantangan” sebagai kata paling dominan, disusul oleh “akuntabilitas”, “transparansi”, dan 

“informasi”. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural pengelolaan anggaran di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang telah mengikuti regulasi, pelaksanaannya masih 

dihadapkan pada sejumlah kendala, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Kata-kata seperti 

“proses”, “komunikasi”, dan “kendala” mencerminkan bahwa masalah koordinasi dan alur informasi 

antar unit turut menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran. 

Selain itu, munculnya kata “teknologi” dan “SDM” mengindikasikan adanya kesenjangan 

kompetensi dalam memanfaatkan sistem informasi seperti SIPD. Rotasi pegawai yang tinggi dan 

minimnya pelatihan menyebabkan proses penganggaran tidak berjalan optimal. Tantangan struktural 

juga terlihat dari kata “regulasi”, yang menunjukkan bahwa kompleksitas dan inkonsistensi 

kebijakan menjadi hambatan dalam pelaksanaan anggaran yang efektif dan akuntabel. 

Masalah transparansi juga menjadi sorotan. Informasi mengenai perencanaan dan realisasi 

anggaran belum sepenuhnya tersedia secara terbuka dan mudah diakses masyarakat. Minimnya 

publikasi dan komunikasi menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dan berdampak pada 

kepercayaan publik. Kata-kata seperti “kepercayaan”, “masyarakat”, dan “penggunaan anggaran” 

dalam word cloud menguatkan bahwa ekspektasi publik terhadap keterbukaan belum sepenuhnya 

terpenuhi. 

Di sisi lain, kendala teknis seperti konektivitas internet yang tidak stabil juga menjadi 

hambatan dalam penggunaan aplikasi SIPD. Keterlambatan input dan sinkronisasi data mengganggu 

kelancaran pelaporan dan pengambilan keputusan. 

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Sekretariat Daerah perlu mengambil langkah 

strategis seperti menyederhanakan regulasi, memperluas akses informasi publik, memperkuat 

kapasitas SDM, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta membangun sistem evaluasi kinerja 

yang terukur. Upaya ini penting untuk mendorong tata kelola anggaran yang menjunjung 

transparansi, akuntabilitas, serta mengutamakan pelayanan publik yang cepat dan responsif. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian 

ini dapat disampaikan sebagai berikut: 
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a. Proses pengelolaan pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang telah 

mengikuti prosedur yang ditetapkan, dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. 

Proses Proses anggaran dengan mengacu pada regulasi yang berlaku seperti Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati 

Sumedang Nomor 126 Tahun 2022. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan 

seperti keterlambatan pelaporan dan belum optimalnya sistem informasi keuangan yang 

terintegrasi. 

b. Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran telah diterapkan melalui mekanisme pelaporan, SOP 

yang tertulis, serta evaluasi kinerja secara berkala. Akuntabilitas diwujudkan melalui 

penyusunan laporan rutin seperti LKIP, LPPD, dan LKPJ, serta pengawasan internal dan 

eksternal, termasuk evaluasi Inspektorat dan DPRD.  Akuntabilitas ini tercermin dalam 

pelaksanaan tugas yang didasarkan pada aturan yang berlaku, namun masih perlu diperkuat 

terutama dalam hal peningkatan kapasitas SDM dan konsistensi pelaporan yang tepat waktu. 

c. Transparansi pengelolaan anggaran juga telah diupayakan melalui publikasi informasi dan 

keterbukaan akses, baik melalui laporan keuangan maupun kanal digital seperti situs resmi 

pemerintah. Meski demikian, informasi yang disajikan belum sepenuhnya lengkap, terstruktur, 

dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga masih perlu ditingkatkan dalam bentuk 

penyajian visual seperti infografis dan media interaktif. 

d. Tantangan utama dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi meliputi keterbatasan sumber 

daya manusia, kurangnya integrasi sistem informasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan 

lemahnya koordinasi antar unit kerja. Selain itu, partisipasi masyarakat masih rendah dan belum 

semua informasi anggaran disampaikan secara terbuka dan rinci. 

Secara keseluruhan, penerapan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sumedang berjalan cukup baik, tercermin dari upaya pelaporan keuangan dan evaluasi 

kinerja yang sesuai prosedur. Namun, masih diperlukan sejumlah perbaikan, terutama dalam 

pengembangan kompetensi aparatur dengan program pengembangan keterampilan rutin serta 

peningkatan pemahaman terhadap sistem keuangan berbasis digital. Selain itu, optimalisasi teknologi 

informasi juga penting dilakukan, mengingat masih adanya hambatan berupa ketidakstabilan 

jaringan internet serta dan kurangnya integrasi sistem informasi antar bagian.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang menghadapi berbagai 

tantangan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, mulai dari proses pelaksanaan 

yang kompleks, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), hingga kendala 

teknologi. Peneliti merumuskan saran berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai tantangan yang 

muncul selama proses penelitian. Setelah mengidentifikasi permasalahan utama, peneliti kemudian 

menelusuri literatur yang relevan sebagai landasan teoritis dan pembanding. Melalui proses tersebut, 

peneliti mengembangkan gagasan serta strategi yang dianggap paling tepat dan aplikatif untuk 

menjawab tantangan tersebut. Berikut adalah saran dan langkah perbaikan dari hasil penelitian : 

a. Kemampuan pegawai dalam memahami dan menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi 

masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal ini, sekretariat daerah sebaiknya mengadakan 

pelatihan secara rutin dan menyediakan panduan kerja yang jelas, sehingga pegawai bisa 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan. Sejalan dengan penelitian Apriani 

(2024), yang mengatakan pelatihan SAKIP bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, 

kemampuan dalam perencanaan, serta evaluasi kinerja SAKIP, sehingga dapat mendorong 

peningkatan kualitas pegawai. 

b. Penggunaan sistem informasi seperti SIPD masih perlu ditingkatkan. Internet yang sering 

bermasalah dan kurangnya pelatihan membuat pekerjaan jadi lambat. Maka dari itu, jaringan 

internet harus ditingkatkan, dan para pegawai perlu dilatih secara berkala agar mereka tidak 

kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Saran ini sejalan dengan temuan dari Warsyena & 

Wibisono (2024) yang menyatakan guna mengatasi berbagai hambatan, Dinas Cipta Karya, Tata 

Ruang, dan pertahanan perlu mengambil langkah strategis, antara lain dengan meningkatkan 
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kompetensi aparatur melalui program program pelatihan yang terstruktur dan terus-menerus, dan 

juga memperkuat sarana dan prasarana teknologi informasi yang menunjang kelancaran 

operasional sistem SIPD RI. 

c. Keterlibatan publik dalam tahapan perencanaan dan pengawasan anggaran masih kurang. Untuk 

mengatasinya, pemerintah daerah bisa membuka forum atau diskusi publik secara berkala, serta 

menyediakan akses informasi anggaran yang mudah dipahami oleh masyarakat melalui media 

digital maupun papan pengumuman. Menurut Nurakhmadi et al., (2024), untuk mengatasi 

kendala partisipasi masyarakat, proses partisipasi dapat mencakup pengumpulan aspirasi 

masyarakat melalui forum komunitas, atau media daring, yang selanjutnya digunakan sebagai 

bahan dalam penyusunan kebijakan anggaran. 

d. Untuk meningkatkan transparansi, informasi anggaran harus disampaikan secara jelas dan 

mudah dipahami masyarakat. Website dan media sosial resmi milik pemerintah harus diperbarui 

secara rutin, dengan menyajikan informasi seperti rincian anggaran, laporan kegiatan, dan 

rencana kerja pemerintah dalam bentuk yang menarik, misalnya infografis atau video singkat. 

Berdasarkan temuan penelitian Kornitasari (2023), penggunaan media visual seperti Canva 

terbukti menjadi metode yang efektif dalam menyampaikan informasi keuangan secara lebih 

ringkas, komunikatif, dan menarik. 

e. Untuk mengatasi kurangnya komunikasi antar bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sumedang, diperlukan protokol komunikasi yang jelas, rapat koordinasi rutin, dan pemanfaatan 

platform digital seperti email dinas. Pembentukan tim lintas bidang dan peningkatan pemahaman 

tugas antar unit juga penting agar kerja sama lebih efektif dan terarah.     
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